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2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
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Informasi Publik . 

3. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi 
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 1. Minimal Sarjana; 

2. Menguasai Tata Pembukuan; 
3. Mengetahui Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima; 

 4. Memiliki Tata Krama. 
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Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon 

informasi tidak akan terlayani dengan Baik 

 
Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima 

tidak akan tercapai 

Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif 

Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif 

 




